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ABSTRAKSI
Kota Yogyakarta dahulu mempunyai slogan yaitu Jogja berhati nyaman yang
artinya Jogja aman dan nyaman, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang Kota
Yogyakarta mempunyai slogan yang berbeda yaitu Jogja berhenti nyaman, slogan ini
diberikan masyarakat karena menganggap Kota Yogyakarta sudah tidak lagi nyaman
dengan segala problematikanya, salah satunya tentang maraknya pembangunan hotel
di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tindakan
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi masalah maraknya hotel di Kota
Yogyakarta dalam konteks menganalisis implementasi kebijakan pengendalian
pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dalam menganalisis implementasi kebijakan
tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada
teori pemangku kepentingan (stakeholder) dan teori implementasi kebijakan.
Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif varian studi kasus dengan teknik pengumpulan data observasi,
wawancara dan dokumentasi atau laporan-laporan.

Tarik menarik kepentingan antara pemerintah Kota Yogyakarta dan investor yang
ingin melakukan pembangunan di Kota Yogyakarta dan masyarakat yang tidak mau
kehilangan kota yang dianggap berhati nyaman dan sarat akan budaya yang melekat,
membuat permasalahan pun terjadi antara pemerintah dengan masyarakat.
Masyarakat yang marah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta membuat slogan “Jogja
ora didol” yang berarti Jogja tidak dijual. Karena masyarakat merasa hak-hak dalam
mendapatkan fasilitas publik telah berganti dengan fasilitas privat yang tidak semua
orang bisa mengaksesnya. Hal itu terbukti dari hasil temuan dalam penelitian ini
menyatakan bahwa kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta
dipengaruhi oleh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkuasa
antara lain adalah aktor pemerintah dan aktor investor. Proses kebijakan pengendalian
pembangunan hotel di Kota Yogyakarta mengindikasikan adanya transaksi politik
antaraktor tersebut yang mengakibatkan banyaknya celah dalam implementasi
kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Faktanya dengan
jangka waktu dimulainya pemberlakukan kebijakan yang tidak sesuai dan
diperbolehkannya pengembangan hotel yang telah ada. Sehingga seiring berjalannya
waktu bukan tidak mungkin setelah kebijakan moratorium hotel berakhir, pelesatan
pembangunan hotel di Kota Yogyakarta justru akan lebih menggila dibanding masa-
masa sebelumnya.

Kata Kunci : Kota Yogyakarta, pemerintah, kelompok kepentingan,
masyarakat, kebijakan publik.
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ABSTRACT

Yogyakarta city formerly had a slogan which is Jogja berhati nyaman, which
means safe and comfortable, and so forth. But now the city of Yogyakarta has a
different slogan that is Jogja stops being comfy, this slogan was given by the public
because they think the city of Yogyakarta is no longer comfortable with the entire
occurrence of problems, one of which is on the rampant of construction in the city of
Yogyakarta.

Based on the above fact, this study was made to determine Yogyakarta
government action taken to address the rampant problem in the city of Yogyakarta in
the context of analyzing implementation the control policy of hotel construction in
the city of Yogyakarta. In analyzing policy implementation, the theoretical
framework used in this study was focused on the theory of stakeholders and theory of
implementation policy. While research method used in this study was a variant
qualitative research method of case study with a data collection technique of
observation, interviews, and documentation or reports.

Various Interests between the government of Yogyakarta and investors who want
to perform construction in the city of Yogyakarta and those people who do not want
to lose a city that is considered as “berhati nyaman” (comfy) and full of inherent
culture, making the problem even occurs between the government and the public.
People who are angry with the government of Yogyakarta thus have made a slogan
"Jogja ora didol" which means Jogja is not for sale, because of the very rights in
obtaining public facilities have been replaced with private facilities that not everyone
can access them. This was evident from the findings in this study stated that the
construction of control policy in the city of Yogyakarta is influenced by the interests
of powerful stakeholders including government actors and investors. Process of
control policy of construction in the city of Yogyakarta indicates political transactions
between the actors who lead the many loopholes in the implementation control policy
of hotel construction in the city of Yogyakarta. In fact, the period of the
commencement of enforcement of policies do not fit and permission for the
construction of existing hotels are not appropriately correct. Thus as time passes it is
not impossible after the moratorium policy of hotels expires , the rampant of hotel
construction in the city of Yogyakarta would be more frenzied than ever before.
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